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Gender space generally separates space and place of land and natural 
resources management and utilization based on gender. The assumption these 
gender space segregation with firm boundary lines implicated demand to 
showing women's control, utilization, and management of the land and natural 
resources on the participatory mapping result that is mostly facilitated by JKPP 
in Indonesia. One of the purposes of this demand is to include women's 
interests over space in every decision-making process that has an impact on 
the women's production areas. In fact, not all places have separated the control, 
utilization, and management of the land and natural resources based on gender. 
In an agrarian society, like in Indonesia, most of the areas for control, utilization, 
and management of the land and natural resources are communal based, which 
is means that the land and natural resources are joint management by men and 
women. In one indigenous territory, at two different places and times, gender 
based management can undergo changes. Taking the case of the Balai Juhu in 
Hulu Sungai Tengah Regency, South Kalimantan, using a feminist political 
ecology framework, this article examines the complexities of gender segregation 
on indigenous territory. 

 

KEYWORDS 

Feminist political ecology; participatory mapping; 

indigenous territory; gender; juhu. 
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A. PENDAHULUAN 

emetaan Partisipatif adalah sebuah metode 
pemetaan yang menekankan pada pelibatan 
aktif dari seluruh kelompok masyarakat yang 

tinggal dalam suatu wilayah di desa dan atau adat. 
Sejak 1996 hingga saat ini, sudah ada 13,57 juta 
hektare wilayah desa dan atau adat yang dipetakan 
oleh JKPP di hampir semua provinsi di Indonesia 
(JKPP, 2019). Namun, sekitar lima atau enam tahun 
terakhir ini, metode pemetaan partisipatif JKPP 
mendapatkan kritik dari aktivis dan organisasi 
perempuan, seperti Persekutuan Perempuan Adat 
Nusantara (PEREMPUAN AMAN) karena tidak bisa 
menampilkan ruang berbasis gender dalam peta 
spasial yang dihasilkan.   

Tuntutan untuk menempatkan ruang berbasis 
gender dalam hal ini wilayah jelajah, pemanfaatan 
dan pengelolaan sumber daya alam oleh perempuan 
dalam peta partisipatif yang dihasilkan, bagi 
PEREMPUAN AMAN merupakan salah satu upaya 
untuk mendorong masuknya kepentingan perempuan 
atas ruang ke dalam proses pengambilan keputusan 
dan kebijakan yang dapat memengaruhi akses dan 
kontrol perempuan atas tanah di suatu wilayah adat 
(AMAN, 2020).  JKPP  mengakui  bahwa  peta   yang  

 
 
 
dihasilkan sebagian besar adalah peta batas wilayah 
adat   dan   atau   desa   yang   tidak memperlihatkan  
pemanfaatan dan pengelolaan ruang berbasis gender 
dengan batas pemisahan yang tegas. Meskipun 
demikian, dalam proses pembuatannya ada 
keharusan untuk melibatkan seluruh kelompok dalam 
masyarakat, termasuk perempuan dan anak-anak 
muda.  

Berbeda dengan pemetaan batas wilayah desa 
dan atau adat, pada pemetaan tata guna lahan yang 
dimulai oleh JKPP sejak 2015 yang lalu, kelompok 
perempuan justru memainkan peran penting dalam 
memberikan informasi mengenai pemanfaatan dan 
pengelolaan lahan, khususnya terkait dengan sumber 
pangan, sumber air bersih, dan obat-obatan 
tradisional. Pemetaan tata guna lahan yang sudah 
mereka lakukan di Sungai Utik, Kalimantan Barat, di 
Kombi, Minahasa Utara, di Warungbanten, Banten, 
Uraso, Sulawesi Selatan, membuktikan bahwa dalam 
hal pemanfaatan dan pengelolan lahan, perempuan 
memiliki pengetahuan yang lebih rinci dibandingkan 
laki-laki, meskipun ruang pengelolaan dan 
pemanfaatan sumber daya itu dikelola secara 
bersama-sama.  
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Di tempat lain, seperti di ‘hutan perempuan’ di 
kampung Enggros, Papua (Janur, 2018), ada wilayah 
khusus yang memang hanya boleh dimanfaatkan dan 
dikelola oleh kelompok perempuan saja.  Wilayah 
kelola khusus perempuan seperti yang ada di ‘hutan 
perempuan’ di kampung Enggros, Papua hampir 
sama dengan wilayah penguasaan dan pemanfaatan 
khusus yang ada di dataran tinggi bagian timur 
Zimbabwe, Afrika bagian Selatan, yang ditulis oleh 
Moore (1993). Di sini, perempuan memiliki lahan 
pertanian yang dari proses penanaman hingga hasil 
penjualannya secara eksklusif dikuasai perempuan, 
dan hasilnya digunakan untuk membeli pakaian atau 
membayar uang sekolah anak-anaknya (Moore, 
1993, p. 395). 

Ruang khusus perempuan seperti yang ada di 
Papua dan Zimbabwe tidak bisa diasumsikan berlaku 
sama di semua tempat di wilayah desa dan adat. Di 
sebagian besar wilayah adat dan atau desa, hutan 
dan lahan pertanian merupakan ruang publik yang 
pengelolaan dan pemanfaatannya dilakukan secara 
bersama-sama, laki-laki, perempuan, orang tua, 
pemuda, dan anak-anak. Inilah yang menjadi 
tantangan bagi JKPP untuk bisa membuat peta 
partisipatif berbasis gender. Bagi PEREMPUAN 
ADAT, pilihannya adalah dengan membuat peta 
wilayah jelajah dan kelola perempuan dalam suatu 
wilayah adat. Sayangnya, peta tematik seperti ini 
memiliki kendala teknis. Saat ini, peta Rupa Bumi 
Indonesia (RBI) yang tersedia baru dalam skala 
1:50.000, 1:25.000 (untuk sebagian Jawa, Bali dan 
Nusatenggara), dan 1:10.000 (untuk kawasan rawan 
bencana), sementara peta partisipatif yang dihasilkan 
biasanya memiliki skala lebih besar dari 1:15.000. 
Jadi, jika peta tematik wilayah perempuan 
ditumpangtindihkan (overlay) dalam peta desa dan 
atau wilayah adat maka hanya akan terlihat sebagai 
titik-titik kecil yang tidak bisa memberikan gambaran 
mengenai wilayah jelajah, pemanfaatan, dan 
pengelolaan dari perempuan atas sumber daya 
alamnya dalam suatu wilayah desa dan atau adat.  

Penulis berpendapat bahwa untuk bisa 
membuat peta berbasis gender, maka kita perlu 
memahami ruang gender dalam suatu wilayah adat. 
Bagaimana ruang gender itu dikonstruksi? Apa saja 
yang memengaruhi konstruksi ruang gender 
tersebut? Dalam hal ruang kelola bersama atau 
ruang publik, bagaimana melihat dominasi 
pemanfaatan ruang berbasis gender? Mengambil 
contoh konstruksi ruang gender di balai atau wilayah 
adat Juhu, di Kalimantan Selatan, artikel ini mencoba 
untuk menjelaskan bagaimana kompleksitas ruang 
gender dalam suatu wilayah dengan menggunakan 
pendekatan ekologi politik feminis.  

 

B. METODE PENELITIAN 

rtikel ini merupakan hasil observasi awal dari 
penulis pertama ketika kunjungan lapangan 
pada Agustus 2019, ke desa Juhu, Kalimantan 

Selatan dan tinjauan pustakan mengenai ruang 

gender dan kerangka ekologi politik feminis. 
Beberapa wawancara terpisah juga dilakukan ke 
JKPP dan PEREMPUAN AMAN, pada kurun waktu 
antara November 2019 dan Februari 2020 yang lalu. 
Diskusi kelompok terpumpun (FGD) bersama para 
pelaku dan pegiat pemetaan partisipatif di tingkat 
daerah yang tergabung dalam Simpul Layanan 
Pemetaan Partisipatif (SLPP) juga dilakukan secara 
daring pada April dan Mei 2020. Wawancara dan 
diskusi kelompok terpumpun ini dilakukan untuk lebih 
memahami metode dan cara kerja pemetaan 
partisipatif wilayah desa dan atau adat yang telah 
mereka kerjakan di banyak tempat di Indonesia. 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Konstruksi Ruang Gender di  Juhu 
esa Juhu merupakan salah satu desa 

yang letaknya ada di dalam kawasan hutan 
pegunungan Meratus yang berstatus sebagai 
kawasan hutan lindung. Untuk bisa sampai ke 

desa ini, kita harus berjalan kaki sekitar 12-20 jam, 
sementara bagi penduduk setempat perlu waktu 
sekitar 6 jam dari desa Hinas Kiri, Kab. Hulu Sungai 
Tengah. Pilihan untuk tetap mempertahankan hutan 
dengan konsekuensi hanya bisa membangun fasilitas 
untuk pejalan kaki menjadi alasan mengapa desa ini 
tidak bisa ditempuh dengan alat transportasi apa pun. 

Berdasarkan peta indikatif wilayah 
desa/kelurahan Badan Informasi Geospasial (BIG) 
tahun 2020, luas desa Juhu adalah 16.576,87 
hektare. Data dari AMAN Kalsel mengatakan bahwa 
luas untuk balai Juhu adalah 3,237 hektare, yang 
terbagi menjadi katuan (hutan), kabun (kebun), 
pahumaan (ladang padi tadah hujan), pemukiman, 
dan karamat (kuburan atau tempat yang dianggap 
keramat). Secara adat, wilayah desa ini terbagi atas 
tiga balai, yaitu Juhu, Bangkinang, dan Haraan Juhu. 
Balai dalam Bahasa setempat adalah sebutan untuk 
satuan terkecil dari wilayah adat di Meratus yang 
ditandai dengan keberadaan bangunan balai (rumah) 
adat yang menjadi tempat berkumpulnya masyarakat 
saat ada acara bersama. Tiga balai di desa ini huni 
oleh sekitar 44 umbun (keluarga), dengan jumlah 
penduduk terbanyak ada di balai Bangkinang sekitar 
25 umbun, di balai Juhu ada 9 umbun, dan sisanya di 
balai Haraan Juhu. Mereka yang tinggal dalam satu 
balai biasanya masih memiliki hubungan kekerabatan 
yang lebih dekat daripada warga balai lainnya. 
Meskipun kalau dilihat dari silsilah keluarga, semua 
warga desa Juhu masih terhitung sebagai kerabat 
dekat. 

Masyarakat desa Juhu, hidup dari hasil hutan 
dan ladang. Sebelum ada bantuan perumahan dari 
Dinas Sosial pada tahun 2015, sebagian besar warga 
desa Juhu tinggal di pahumaan atau ladangnya 
masing-masing yang tersebar dalam wilayah adat 
Juhu. Namun demikian, mereka akan selalu 
berkumpul setiap tahun di balai adat saat hendak 
melaksanakan  upacara adat atau aruh yang 
merupakan bagian dari sistem berladang dan juga 
bagian dari keyakinan mereka kepada Sang Pencipta 

A 

D 
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(Radam, 1987). Setidaknya ada empat aruh 
perladangan yang harus mereka lakukan secara 
bersama-sama di balai adat, yaitu bamula, basambu, 
bawanang dan mamisit padi (Radam, 1987, pp. 255–
311).  

Sebelum tahun 1990-an, masyarakat yang 
tinggal dalam kawasan hutan Meratus ini, menurut 
Radam (1987) dikenal dengan sebutan ‘orang bukit’. 
Hal ini merujuk pada kondisi geografis tempat tinggal 
mereka yang merupakan kawasan berbukit. 
Sayangnya, penyebutan ‘orang bukit’ ini memiliki 
konotasi negatif yaitu orang bodoh dan terbelakang. 
Istilah Dayak Meratus kemudian diperkenalkan oleh 
Tsing (1993) dalam tulisannya yang berjudul ‘Di 
Bawah Bayang-bayang Ratu Intan’. Ia mengatakan 
bahwa penamaan Dayak Meratus diberikan dengan 
merujuk pada keberadaan masyarakat Dayak yang 
tinggal di dalam kawasan hutan Meratus (Tsing, 
1993, p. 52) Sebutan Dayak Meratus kemudian 
dipakai hingga saat ini. Dalam perkembangannya 
tiap-tiap wilayah kemudian menyebutkan sub suku 
mereka berdasarkan daerah aliran sungai (DAS), 
seperti orang Juhu yang menyebut diri juga sebagai 
Dayak Alai karena wilayahnya berada dalam DAS 
Batang Alai.  

Keingintahuan mengenai pengaturan ruang 
gender dalam wilayah adat, membuat penulis 
bertanya kepada beberapa informan perempuan 
tentang apakah ada wilayah atau tempat yang boleh 
atau tidak boleh dimasuki oleh perempuan di desa 
Juhu. Beberapa informan perempuan, pada tempat 
dan di waktu yang berbeda memberikan jawaban 
yang semuanya sama, bahwa tidak ada tempat yang 
tidak boleh dimasuki perempuan atau pun laki-laki. 
Semua tempat dan katuan boleh dimasuki oleh 
warga Juhu.  

Selain tidak ada larangan atau pantangan untuk 
masuk ke wilayah mana pun dalam wilayah adat 
Juhu bagi laki-laki dan perempuan, dalam hal 
penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan hutan 
pun, menurut Indoan (mama) Finda, tidak dibedakan 
antara laki-laki dan perempuan.  

Indoan Finda adalah seorang ibu tunggal yang 
memilih kembali ke desanya dan membuka 
pahumaan sendiri, bersama Finda, anak laki-lakinya 
yang berusia lima tahun. Ia membuka jurungan 
(bekas ladang) milik keluarga besar ayahnya. Secara 
adat, hak kepemilikan tanah adalah bersifat komunal. 
Namun demikian, ada pengaturan kepemilikan 
berdasarkan siapa yang membuka katuan menjadi 
pahumaan terlebih dahulu.  

Selama mempersiapkan pahumaannya agar 
siap ditanami padi, ia dibantu oleh tiga orang saudara 
laki-lakinya. Pemilihan lokasi untuk bahuma dipilih 
sendiri oleh Indoan Finda, dan jaraknya tidak terlalu 
jauh dari rumahnya di kawasan pemukiman yang 
dibangun oleh Dinas Sosial di Bangkinang. 

Menurut Indoan Finda, tidak ada batas luasan 
yang boleh ia kelola. Selama ia merasa mampu 

mengerjakannya, maka seluas itulah pahumaan yang 
dimilikinya. Sama seperti membuka katuan, jika 
memang tidak ada lagi jurungan yang bisa ia kelola, 
maka ia boleh membuka katuan yang ada di Juhu. 
Namun menurutnya, untuk saat ini ia merasa belum 
perlu membuka katuan karena jurungan milik 
keluarganya masih sangat luas untuk mereka kelola 
dan manfaatkan secara bersama-sama.    

Contoh kasus Indoan Finda di Juhu sangat 
mungkin berbeda di tempat lain. Dalam hal 
penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaan wilayah 
adat, masyarakat Dayak Meratus di Juhu, sama 
seperti pada masyarakat Dayak lainnya, memiliki 
relasi sosial yang seimbang antara laki-laki dan 
perempuan (Haug, 2017). Pada masyarakat 
Indonesia secara umum, hak penguasaan atas 
sumber daya alam lebih banyak didominasi oleh laki-
laki, antara lain karena dalam kebijakan Negara laki-
laki dicatat sebagai kepala keluarga 

 

2. Konstruksi Gender dan Ruang Gender  

Laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman 
dan pengetahuan yang berbeda mengenai ruang 
dalam wilayahnya. Ruang (space) dalam tulisan ini 
adalah tempat dimana masyarakat menguasai, 
mengelola, dan memanfaatkan wilayahnya sebagai 
sumber penghidupan mereka, seperti yang dilakukan 
oleh Indoan Finda di desa Juhu.  

Ruang (space) menurut  Lefebvre (1991), 
bukanlah sesuatu yang homogen dan terbatas, di 
dalamnya mengandung banyak unsur, seperti 
geografi, ekonomi, politik, demografis, ekologis, 
nasional, global dsb. Lebih lanjut, dikatakan ada tiga 
hal yang bisa ditemukan dalam pengetahuan tentang 
ruang, yaitu: 1) representasi pengetahuan politik 
yang diintegrasikan dalam kekuatan produksi dan 
menjadi media dalam hubungan sosial produksi; 2) 
ideologi yang sengaja disembunyikan penggunaan 
nya, sehingga dalam praktiknya tidak bisa dibedakan 
dengan pengetahuan; dan 3) wujud utopia teknologi 
atau bayangan teknologi masa depan dengan titik 
awal pada pengetahuan atau kerangka kerja saat ini 
yang kemudian diintegrasikan ke dalam mode 
produksi (1991, pp. 8–9). Dengan kata lain, ruang 
adalah kontestasi dari beragam kepentingan yang 
ada dalam masyarakat, baik itu kepentingan individu 
maupun kepentingan antar kelompok. 

Menurut Massey (1994), ruang (space) dan 
tempat (place)  berkaitan erat dengan konstruksi 
gender di suatu wilayah. Gender yang dimaksud 
dalam tulisan ini bukanlah definisi yang merujuk pada 
perbedaan biologi perempuan dan laki-laki seperti 
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 
Gender menurut Roof (2016) adalah konstruksi sosial 
terkait perempuan dan laki-laki dimana proses 
konstruksi ini dalam masyarakat yang selalu berubah, 
dinamis dan tergantung pada konteks yang luas 
seperti ras, kelas, agama, pendidikan, tradisi budaya, 
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dsb. Sebagai sebuah proses interaksi sosial dalam 
masyarakat, gender menurut Nightingale (2017, p. 
171) menghasilkan subjektivitas pembedaan antara 
feminin dan maskulin, yang menjadi signifikan dalam 
konteks tertentu. Singkatnya, jenis kelamin adalah 
status yang kita dapatkan dari lahir, sementara 
gender adalah status yang kita dapatkan karena 
interaksi sosial (Lindsey, 2016, p. 4).  

Sebagai hasil dari interaksi sosial, ruang bersifat 
tidak netral gender (Panayiotou, 2015, p. 428). 
Secara umum, ruang gender merujuk pada 
pemisahan, pembagian, dan pembedaan ruang 
antara antara laki-laki dan perempuan, feminin dan 
maskulin, ranah domestik dan publik, dsb (Arjmand, 
2017; Hesmondhalgh & Baker, 2015; Khuzwayo, 
2016; Taylor et al., 2019). Pengaturan ruang berbasis 
gender memiliki tujuan yang beragam, dan seringkali 
menempatkan perempuan sebagai subordinasi dari 
laki-laki. Di Turki, pembedaan gender telah melarang 
perempuan Kurdish bersuara di ruang publik, bahkan 
untuk bernyanyi sekalipun (Schäfers, 2018).  Pada 
masyarakat industrial, pemisahan ruang gender 
berdampak pada pembedaan jenis pekerjaan dan 
upah antara laki-laki dan perempuan (Elmhirst et al., 
2017; Hesmondhalgh & Baker, 2015, p. 25; Taylor et 
al., 2019). Bagi masyarakat desa dan atau adat, 
pemisahan ruang gender dapat berdampak pada 
pembatasan akses dan eksklusi atas penguasaan, 
pemanfaatan, dan pengelolaan atas sumber daya 
alam, khususnya lahan pertanian. Seperti yang 
terjadi pada perempuan adat non-elit di Kasepuhan 
Karang, Banten dan perempuan kepala keluarga di 
desa Nanggung, Jawa Barat, yang tereksklusi dari 
pemanfaatan lahan dan hutan di wilayahnya karena 
dianggap tidak memiliki hak penguasaan dan 
pemanfaatan lahan berdasarkan aturan adat dan 
atau aturan perundang-undangan yang berlaku 
(Ramdhaniaty, 2018; Ratnasari et al., 2020).  

 

3. Pemetaan Ruang berbasis Gender 

Pada proses pemetaan partisipatif, para pegiat 
pemetaan mengakui bahwa sumber informasi 
mengenai batas wilayah desa dan atau adat lebih 
banyak didapatkan dari kelompok laki-laki. Informasi 
tersebut, oleh para kartografer (yang kebanyakan 
laki-laki) kemudian dianggap sudah merepresenta 
sikan realitas kelompok atau masyarakat dimana 
mereka bekerja. Kondisi ini tidak berbeda jauh 
dengan tahun 1980an hingga 1990, ketika para ahli 
geografi feminis (feminist geographer) memprotes 
produksi pengetahuan tentang ruang yang telah 
mengecualikan perempuan sebagai kelompok yang 
harusnya juga dilibatkan (Dowler et al., 2005; Rose, 
1993; Staeheli & Kofman, 2004). Akibatnya, realitas 
yang direkam dalam proses pemetaan partisipatif 
menjadi bias laki-laki. Mengeneralisasi realitas tanpa 
representasi perempuan (atau kelompok lainnya) di 
dalamnya, membuat penggambaran tentang 
pengaturan ruang dalam suatu wilayah tertentu 
menjadi tidak akurat, karena masyarakat yang hidup 
di dalamnya dianggap sebagai suatu kelompok yang 

homogen, tanpa kontestasi, tanpa kontradiksi, dan 
tanpa konflik kepentingan (conflict of interest).  

Bagi PEREMPUAN AMAN, proses pemetaan 
partisipatif yang seperti yang dilakukan selama ini, 
telah menghilangkan kepentingan perempuan atas 
ruang dengan tidak memperlihatkan ruang 
perempuan dalam peta spasial yang dihasilkan. 
Untuk itu, pemetaan partisipatif tentang wilayah 
jelajah dan ruang kelola perempuan dianggap 
sebagai jawaban untuk menghadirkan kepentingan 
perempuan terhadap ruang, dalam hal ini sumber 
penghidupan mereka, dalam bentuk peta spasial. 
Dengan demikian, mereka berharap perempuan 
dalam suatu wilayah adat tertentu dapat dilibatkan 
dalam dalam proses-proses pengambilan keputusan 
atas ruang yang memengaruhi sumber penghidupan 
mereka.  

Sebagai sebuah gambaran kontestasi dari 
beragam kepentingan individu atau kelompok dalam 
masyarakat, penulis berpendapat menjadi penting 
untuk memasukkan analisis berbasis gender ke 
dalam proses pemetaan partisipatif suatu wilayah. 
Pemetaan partisipatif berbasis gender ini dapat 
menjaga keseimbangan relasi kuasa antara 
perempuan dan laki-laki yang masing-masing 
memiliki hubungan yang berbeda dalam hal 
penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber 
daya alam, karena kepentingan dari beragam 
kelompok dalam masyarakat dibicarakan dalam 
proses pemetaan partisipatif.  

Metode pemetaan partisipatif JKPP 
menghasilkan dua bentuk peta, yaitu peta spasial 
dan peta sosial. Dua peta ini adalah satu kesatuan 
yang harus dibaca secara utuh dan tidak terpisah. 
Pada peta spasial tentu saja sudah ada legenda atau 
keterangan peta, yang merepresentasikan suatu 
wilayah dalam bentuk simbol atau tanda untuk 
menjelaskan garis batas administrasi, sungai, jalan, 
dll. Pada wilayah yang memiliki ruang khusus 
perempuan seperti di Zimbabwe dan Papua, tentunya 
menjadi mudah untuk menempatkan ruang kelola 
perempuan dalam peta spasial. Tetapi dalam wilayah 
yang tidak memiliki ruang khusus untuk perempuan, 
seperti di Juhu, maka memaksakan peta spasial 
ruang jelajah perempuan akan menjadi kesulitan 
tersendiri, apalagi fungsi, penguasaan, pemanfaatan, 
dan pengelolaan ruang sumber daya alam dalam 
suatu wilayah adat, bisa berubah berdasarkan 
kepentingan individu atau kelompok yang ada dalam 
wilayah tersebut.  

Peta sosial menghasilkan narasi yang 
menggambarkan struktur sosial (termasuk dinamika 
gender) dalam masyarakat, pengetahuan dan 
persepsi masyarakat mengenai wilayahnya, kondisi 
sosial, ekonomi dan budaya, serta harapan 
masyarakat atas wilayahnya. Menurut penulis, pada 
peta sosial inilah gambaran ruang gender dalam 
suatu wilayah adat dapat dibuat dalam bentuk narasi 
sebagai bagian dari profil suatu wilayah. Ekologi 
politik feminis (feminist political ecology) dapat 
digunakan untuk memasukkan analisis gender dalam 
proses pemetaan partisipatif. 
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Kerangka  kerja ekologi politik feminis berfokus 
pada perbedaan pengetahuan, peluang dan 
tantangan  antara laki-laki dan perempuan, untuk 
memahami faktor sosial, ekonomi dan politik yang 
memengaruhi perubahan lingkungan, seperti pada 
persoalan kerusakan lingkungan, konservasi, proses 
neoliberalisasi sumber daya alam, penutupan akses, 
penguasaan (enclosure), perampasan 
(dispossession), dll (Elmhirst, 2015a; Nightingale, 
2006). Ekologi politik feminis  merupakan kerangka 
kerja yang dikembangkan oleh Rocheleau, Thomas-
Slayter dan Wangari  pada tahun 1996 dari konsep 
ekologi politik yang diperkenalkan oleh Eric Wolf 
pada tahun 1972, yang berusaha untuk memahami 
dan menafsirkan pengalaman lokal dalam konteks 
proses global perubahan lingkungan (Rocheleau et 
al., 1996). Perbedaan antara ekologi politik dan 
ekologi politik feminis adalah pada eksplorasi 
kontribusi perempuan dan feminis dalam memahami 
interaksi kompleks antara kelas, ras, jenis kelamin, 
etnis, seksualitas dan lingkungan dalam hal hak, 
tanggung jawab, pengetahuan dan gerakan sosial 
(Elmhirst, 2015a; Rocheleau & Nirmal, 2015).  

Ada tiga tema utama yang diangkat dalam 
ekologi politik feminis, yaitu: 1) pengetahuan gender 
dan ilmu kelangsungan hidup; 2) hak dan tanggung 
jawab gender sehubungan dengan tanah, sumber 
daya, dan pengambilan keputusan atas lingkungan; 
dan 3) gerakan dan organisasi sosial gender 
(Rocheleau et al., 1996; Rocheleau & Nirmal, 2015) 
Ketiga tema kritis ini membantu melihat bagaimana 
dinamika kekuasaan dan interaksi sosial yang 
dibentuk dari kelas sosial dan stratifikasi sosial, 
seperti gender, kelas, kasta, ras, sistem kekerabatan, 
etnis, status perkawinan, dsb memengaruhi 
ketidakseimbangan gender, khususnya tentang 
pembedaan hak yang semua ini dapat bermuara 
pada pembentukan akses dan eksklusi atas 
penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan  sumber 
daya yang ada dalam suatu wilayah (Elmhirst, 2015b; 
Großmann et al., 2017; Hanson & Buechler, 2015; 
Nyantakyi-Frimpong, 2017; Rocheleau et al., 1996). 

Sejak kemunculannya, beberapa akademisi 
sudah menggunakan kerangka konsep ekologi politik 
feminis untuk menganalisa beberapa hal, seperti 
ketimpangan penguasaan sumber daya air (Adams et 
al., 2018; Cole, 2016), perubahan ekologi dan 
aktivisme gender (Hanson & Buechler, 2015; 
Siscawati, 2013), ketimpangan penguasan tanah 
akibat pembukaan perkebunan besar kelapa sawit 
(Elmhirst et al., 2015, 2017),  keanekaragaman 
sistem pertanian  (Nyantakyi-Frimpong, 2017), 
dinamika antara hukum-manusia-lingkungan yang 
bersifat informal (Gillespie & Perry, 2019), ekslusi 
perempuan dalam ruang penguasaan, pemanfaatan, 
dan pengelolaan hutan dan lahan pertanian 
(Ramdhaniaty, 2018; Ratnasari et al., 2020) dsb.  

Dalam proses pemetaan partisipatif berbasis 
gender, menjadi penting untuk memasukkan 

informasi dan pengetahuan mengenai ruang dari 
kelompok perempuan, dan kelompok lain yang ada 
dalam masyarakat. Pengetahuan ini bisa dilihat dari 
praktik keseharian individu dalam penguasaan, 
pemanfaatan, dan pengeloaan  ruang dalam suatu 
wilayah. Menurut Haraway (1988), pengetahuan yang 
dimiliki oleh masing-masing individu terbentuk dari 
keadaan, pandangan dan cara hidup di mana mereka 
ditempatkan, karenanya pengetahuan itu bersifat 
situasional (situated knowledge). Selain bersifat 
situasional, pengetahuan juga bersifat cair, dinamis, 
dan sementara, yang keberadaannya dapat berubah 
dan tergantung pada praktik para pelakunya (Marwah 
et al., 2020; Mirsa, 2019). Secara umum, 
pengetahuan lokal dan atau tradisional tentang 
lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam 
sering diselaraskan dengan gender dan kategori lain 
seperti kelas, status, usia, dsb (Suma & Großmann, 
2017, p. 1000). Pengetahuan gender yang 
bersumber dari praktik masa lalu, ternyata membuat 
perempuan mampu mengatasi krisis pangan yang 
mereka hadapi  (Chandler & Wane, 2002; Pradipta, 
2020). 

Perbedaan pengetahuan laki-laki dan 
perempuan, juga diakui oleh para pegiat pemetaan 
partisipatif. Pengalaman mereka dalam memetakan 
tata guna lahan di beberapa tempat di Indonesia, 
seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, 
memperlihatkan bahwa perbedaan pengetahuan 
pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya dalam 
suatu wilayah antara laki-laki dan perempuan 
memang dikarenakan oleh praktik pemanfataan 
ruang dari masing-masing individu. Secara umum, 
perempuan memiliki pengetahuan lebih mengenai 
tempat-tempat dan jenis tanaman yang bisa 
dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan pangan 
sehari-hari keluarganya dan obat-obatan tradisional. 
Sementara laki-laki, lebih mengetahui mengenai 
batas wilayah, tempat berburu, dan jenis tanaman 
komoditas bernilai ekonomi tinggi yang tidak terkait 
dengan pemenuhan pangan sehari-sehari keluarga 

Selain melihat perbedaan pada pengetahuan 
antara laki-laki dan perempuan, ekologi politik feminis 
juga melihat pada hak dan tanggung jawab gender 
yang terkait dengan tanah, sumber daya, dan 
pengambilan keputusan atas lingkungan. Hak dan 
tanggung jawab gender dapat memperlihatkan relasi 
kekuasaan dan politik atas akses dan kontrol 
terhadap sumber daya di suatu wilayah. Akses dan 
kontrol terhadap sumber daya ini dapat dinarasikan 
lewat izin, larangan, atau tabu terhadap satu wilayah 
tertentu.  

Akses dalam konsep teori properti Ribot dan 
Peluso (2003), memiliki pengertian yang lebih luas 
dari pada hak (rights). Akses menekankan pada 
kemampuan (ability) aktor, yang berada dalam 
jaringan kekuasaan, untuk mengambil manfaat, 
mengontrol, dan mempertahankan akses pada 
sesuatu (Ribot & Peluso, 2003, pp. 153–155). Akses 
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dapat dimiliki oleh pemegang hak, baik berdasarkan 
adat maupun perundang-undangan yang berlaku 
(Cole, 2017; Hanson & Buechler, 2015), dan dapat 
juga dimiliki oleh mereka yang tidak memiliki hak 
kepemilikan atas properti, misalnya akses yang 
dimiliki oleh negara dan perusahaan skala besar atau 
orang yang memiliki kapital (Adams et al., 2018; 
Elmhirst et al., 2017; Lamb et al., 2017). 
Ketimpangan relasi sosial dapat dilihat juga dari 
eksklusi atau pengecualian yang diperoleh individu 
atau kelompok tertentu dalam suatu masyarakat. 
Menurut Hall et al., (2011, pp. 4–5), eksklusi 
bukanlah proses acak, ia adalah sesuatu yang 
dipaksakan oleh yang kuat kepada yang lemah, 
melalui proses yang terhubung dengan kekuasaan 
dan dipahami sebagai interaksi antara kebijakan, 
kekuasaan, pasar, dan legitimasi. Untuk memetakan 
akses dan eksklusi dalam suatu wilayah, teori 
Bernstein (2010) --siapa yang punya apa, siapa 
melakukan apa, siapa dapat apa, dan apa yang 
mereka lakukan dengan itu—dapat memandu para 
pegiat pemetaan partisipatif untuk melihat interaksi 
sosial dan relasi kuasa dalam suatu wilayah.  

Terkait dengan partisipasi politik gender, ekologi 
politik feminis berfokus pada keterlibatan perempuan 
dalam aksi kolektif untuk perubahan lingkungan 
(Rocheleau et al., 1996). Politik dan aktivisme gender 
di akar rumput merupakan upaya perjuangan 
masyarakat atau mereka yang tersingkir, untuk 
menghadapi ketidaksetaraan terhadap akses ke 
sumber daya yang dilakukan oleh kekuatan politik 
formal dalam beragam bentuk kebijakan dan program 
pembangunan (Bryant, 2015; Vaz-Jones, 2018).  

 

D. KESIMPULAN 

emetaan partisipatif menghasilkan dua bentuk 
peta, yaitu peta spasial dan peta sosial. Dua 
bentuk peta ini harus dibaca sebagai satu 
kesatuan utuh yang tidak terpisah. Pada 

wilayah-wilayah yang tidak memiliki ruang khusus 
perempuan, analisa ruang gender atas wilayah 
tersebut dapat digambarkan dalam peta sosial yang 
disajikan dalam bentuk narasi sebagai bagian dari 
profil suatu wilayah tertentu.  

Pemetaan partisipatif berbasis gender penting 
untuk dilakukan karena pengetahuan dan 
pengalaman setiap individu dan kelompok dalam 
suatu masyarakat itu berbeda, bergantung pada 
situasi dan tempat di mana ia dibentuk dan 
ditempatkan. Kerangka kerja ekologi politik feminis 
bisa digunakan untuk melihat bagaimana masyarakat 
mengkonstruksi ruang gender dalam suatu wilayah. 
Konstruksi ruang gender sendiri adalah sesuatu yang 
bersifat dinamis sebagai hasil interaksi sosial dan 
biasanya terkait dengan relasi kuasa yang dapat 
berubah mengikuti perkembangan masyarakatnya. 
Pada masyarakat yang memiliki relasi sosial yang 
seimbang antara laki-laki dan perempuan, 
pengaturan hak atas penguasaan, pemanfaatan, dan 
pengelolaan sumber daya alamnya  relatif sama dan 
karenanya menjadi sulit untuk dibedakan secara 
spasial sebagai ruang penguasaan, pemanfaatan, 
dan pengelolaan yang terpisah. 
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This study was aimed at investigating how the Sade indigenous communities in 
Lombok carried out their socio-cultural transformation (especially during the 
Covid-19 pandemic). Specifically, this study sought for evidence of how the 
communities balanced the demands of tourism industry while preserving the 
local culture during the Covid-19 pandemic. Transformation theory was 
employed to examine the balance, involving an analysis of the dialectical 
process in the community during which the mediation of anxiety and calmness 
occurred to achieve certain objectives. The data were collected through 
interview and participant observation. The study revealed the socio-cultural 
transformation of the Sade-Lombok indigenous community during the Covid-19 
pandemic was in form of community’s creativities and reforms in 
accommodating particular changes caused by the pandemic and modifying 
particular community rituals. The accommodation and modification were 
reinforced by the demands of the government, tourism agency and/or economic 
needs. Therefore, the study concluded that the socio-cultural transformation of 
the Sade-Lombok indigenous community during the Covid-19 pandemic was 
achieved through dialectical processes between anxiety and calmness resulted 
in the preservation of the local traditions, creativity, and reforms. 

 

KEYWORDS 

Socio-cultural transformation; Sade-
Lombok indigenous community; Covid-19; 
tourism. 
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A. PENDAHULUAN 

i antara sektor yang paling merasakan 
dampak pandemi Covid-19 (terutama pada 
tahun 2020) adalah sektor pariwisata. Salah 

satu contohnya adalah kampung wisata budaya 
yang berada di dusun Sade, desa Rembitan, 
kecamatan Pujut, kabupaten Lombok Tengah. 
Destinasi wisata budaya ini sudah puluhan tahun 
tidak pernah sepi dikunjungi wisatawan domestik 
maupun mancanegara, tetapi akibat pandemi Covid-
19 harus ditutup selama beberapa bulan (cf. 
Fathurrahim, 2020; Maryanti dkk., 2020).  Akibatnya, 
masyarakat setempat harus merasakan dampak 
ekonomi dari penutupan sektor pariwisata ini. 
Sebelum pandemi Covid-19, kunjungan wisatawan 
bisa mencapai ratusan pengunjung setiap hari—
sesuai informasi dari informan. Lalu saat new 
normal diberlakukan, kunjungan wisatawan tampak 
mulai ada puluhan orang per-hari dengan harus 
mematuhi berbagai protokol kesehatan pencegahan 
Covid-19.  

 
 

 
 
 
Namun, sejak penutupan total dusun wisata 

Sade (pada Maret, April, dan Mei 2020) 
diberlakukan    hingga    masa   new   normal    ini 
berlangsung, dari sisi sosial-budaya, ada tatanan 
sosial-budaya selaku masyarakat tradisional yang 
harus dinegosiasikan atau didialektikakan dengan 
situasi dan kondisi wabah tersebut; antara 
memegang teguh tradisi atau mengikuti tuntutan 
reformasi struktural (baca: pemerintah) untuk 
keberlangsungan pariwisata setempat. Lalu 
bagaimana masyarakat setempat melakukan 
transformasi untuk menyikapi kehidupan di antara 
arus pusaran pandemi Covid-19 dan tuntutan 
pariwisata setempat? 

Pariwisata sebagai budaya global dengan 
kekuatan finansial yang ditawarkan dan 
dijanjikannya dapat saja mengubah dan menggusur 
budaya lokal yang terdapat di suatu tempat tujuan 
wisata (Mba, 2020). Lalu bagaimana dengan 
destinasi Sade-Lombok? Apakah budaya lokalnya 
mampu beradaptasi atau bernegosiasi dengan dua 
situasi yang beroposisi, yakni situasi pandemi dan 
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situasi tuntutan kekuasaan pariwisata selama tahun 
2020? Perjalanan waktu yang akan 
membuktikannya. 

Adapun penelitian tentang masyarakat adat 
Sade (sebagai objek material kajian) telah dilakukan 
oleh beberapa peneliti sebelumnya dengan titik 
fokus yang berbeda. Misalnya, penelitian Nur 
Kumala Sari dan Saptono Nugroho (2018) meneliti 
masyarakat Sade dari sisi pengaruh pariwisata 
terhadap dampak sosial budaya pengembangan 
dusun Sade. Fokus penelitian ini pada kondisi sosial 
budaya prapenetapan dan pascapenetapan dusun 
Sade sebagai salah satu destinasi wisata di Lombok 
menjelang tahun 90-an. Hasilnya, ditemukan bahwa 
sistem matapencaharian, organisasi sosial, dan 
bahasa masyarakat Sade mengalami perubahan 
seiring tuntutan dan kebutuhan pariwisata. Selain 
itu, adalah riset Eviyana Utami (2018) tentang 
komodifikasi budaya masyarakat Sade untuk melihat 
pergeseran nilai di dalamnya. Fokus kajian ini 
adalah tentang pergeseran nilai sebagai akibat 
komodifikasi budaya pada masyarakat Sade. 
Hasilnya, budaya sebagai alat yang dikomodifikasi 
mengalami kehilangan nilai sakral secara perlahan.  

Kedua penelitian tersebut sama-sama 
memperhatikan pergeseran atau perubahan sosial 
budaya dalam komunitas adat Sade sebagai akibat 
kebijakan ditetapkannya sebagai salah satu 
destinasi wisata budaya oleh pemerintah daerah 
provinsi Nusa Tenggara (sesuai Peraturan Daerah 
No. 9 tahun 1989 tentang Penetapan 15 kawasan 
wisata potensial Nusa Tenggara Barat). Akan tetapi, 
berbeda dengan penelitian kami ini yang lebih 
menyoroti bagaimana transformasi sosial-budaya 
komunitas-adat Sade di Lombok selama masa 
pandemi Covid-19 sebagai keharusan untuk 
menyesuaikan diri dengan kondisi pandemi (di satu 
sisi) dan tuntutan pariwisata (di lain sisi). Dimensi-
dimensi sosial-budaya yang disoroti adalah perilaku 
sosial dan budaya selama masa “isolasi dan new 
normal”. Selain itu, persoalan praktik penandaan 
kebahasaan yang terkait dengan pandemi Covid-19 
(yang terungkap lewat media luar ruang) menjadi 
bahasan tersendiri untuk memotret perjalanan 
transformasi sosial budaya masyarakat Sade 
Tradisional selama masa new normal. 

Untuk sampai pada tujuan tersebut digunakan 
kerangka konseptual tentang transformasi yang 
dikemukakan oleh Kuntowijoyo (1993: 47). Ia 
berpandangan bahwa berlangsungnya industrialisasi 
(termasuk industrialisasi pariwisata) yang 
memunculkan perubahan sosial ekonomi 
masyarakat secara mendasar, di samping 
menimbulkan resistensi atau penolakan di kalangan 
komunitas tertentu, juga melahirkan kreativitas 
dalam bentuk akomodasi (menerima langsung) dan 
modifikasi (menerima dengan penyesuaian). Di 
samping itu, transformasi (sosial-budaya) 
berlangsung dengan melibatkan dialektika antara 

tradisi dan reformasi (cf. Kleden, 1988). Pandangan 
ini sejalan dengan kenyataan bahwa budaya 
berkaitan dengan dimensi pelestarian tradisi-tradisi 
masyarakat setempat yang diyakini dan dipedomani 
lalu ditransmisikan dari generasi ke generasi. Akan 
tetapi, perubahan sosial ekonomi menuntut usaha 
reformasi struktur-luar dan struktur-dalam terhadap 
tradisi-tradisi dalam budaya komunitas tersebut.   

Selanjutnya, transformasi sosial-budaya 
maksudnya adalah sebuah proses tawar-menawar 
yang berlangsung secara dialogis antara pandangan 
sosial-budaya masyarakat adat Sade dengan 
perkembangan sosial-budaya akibat pariwisata 
selama masa pandemi Covid-19 sehingga 
membawa pengaruh dalam kehidupan sosial-
budaya masyarakat setempat. Dengan demikian, 
tujuan utama kajian ini adalah melihat perbedaan 
sebagai perwujudan dari proses transformasi sosial-
budaya sebelum dan selama masa pademi Covid-19 
dengan memperhatikan ciri-ciri pembedanya 
(terutama struktur-luarnya). 

B. METODE PENELITIAN 

engingat data penelitian ini bersifat kualitatif, 
maka langkah-langkah (prosedural) dalam 
pengumpulan data primer yang ditempuh 

adalah wawancara (terstruktur dan non-terstruktur) 
dengan informan kunci dan informan pendukung. 
Informan kunci adalah orang-tua yang dituakan atau 
toaq lokaq (karena ilmu dan wawasannya tentang 
budaya komunitas adat Sade) dan dijadikan rujukan 
oleh masyarakat setempat. Sementara informan 
pendukung adalah masyarakat-adat Sade yang 
dipilih secara acak atas dasar pertimbangan 
kebutuhan informasi/data, terutama terkait aktivitas 
pariwisata selama masa pandemi Covid-19. Selain 
itu, pemerolehan data primer juga didapatkan 
melalui observasi partisipan, yakni dengan mencatat 
dan merekam beragam simbol kebahasaan pada 
beragam media luar ruang tentang pandemi Covid-
19 dan pariwisata (di dusun Sade Tradisional) serta 
menyaksikan dan melibatkan diri langsung pada 
beberapa peristiwa budaya yang diperuntukkan 
untuk kebutuhan pariwisata. 

Lokasi pengambilan data penelitian ini 
dipusatkan di dusun Sade Tradisional, desa 
Rembitan, kecamatan Pujut, kabupaten Lombok 
Tengah, Nusa Tenggara Barat mulai Juni hingga 
September tahun 2020. Dipilihnya lokasi tersebut 
karena merupakan destinasi wisata budaya yang 
sudah lama eksis dan terus melakukan 
pembenahan seiring perkembangan pariwisata di 
kawasan Mandalika Resort (Kawasan Ekonomi 
Khusus) di Lombok Tengah bagian selatan. 

Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan 
cara klasifikasi dan sistematisasi beragam 
fenomena sosial-budaya yang mengalami 
transformasi selama masa Covid-19 (terutama pada 
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masa new normal). Ini dilakukan untuk mengetahui 
kategori-kategori dari beragam unsur budaya 
masyarakat adat Sade yang mengalami negosiasi 
atau dialektika. Analisis data berikutnya dilakukan 
dengan cara mendeskripsikan ulang pandangan 
emik tentang suatu konsep atau istilah dan simbol 
berkenaan dengan transformasi sosial-budaya untuk 
menyesuaikan diri dengan kondisi masa pandemi 
dan tuntutan industrialisasi pariwisata. Ini 
dimaksudkan untuk dapat memahami perangkat 
pengetahuan yang bersifat sosial atau kolektif yang 
dipakai oleh masyarakat setempat dalam 
mendialektikakan budaya dan pariwisata. 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Sketsa Sosio-Kultural Masyarakat Adat Sade  

ade merupakan sebuah dusun yang berada di 
desa Rembitan, kecamatan Pujut, kabupaten 
Lombok Tengah, provinsi Nusa Tenggara 

Barat. Daerah ini terkenal dengan pariwisata 
budayanya.  Sektor pariwisata budayanya yang 
paling menonjol adalah sektor budaya material, 
yakni berupa bangunan rumah tradisional yang 
masih kokoh berdiri di tengah-tengah kepungan 
bangunan modern. Terlebih lagi posisinya yang 
sangat strategis, baik dari jaraknya yang dekat 
dengan Bandara Internasional Lombok ataupun 
dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika 
yang sedang membangun sirkuit Motorcycle Grand 
Prix (MotoGP). 

Di samping itu, tampak di sekeliling pemukiman 
masyarakat Sade (yang berada dalam satu area) 
sudah berdiri rumah-rumah dan tempat ibadah 
bercorak modern mendampingi rumah-rumah dan 
masjid tradisionalnya. Di satu sisi, ini menunjukkan 
adanya perubahan taraf kesejahteraan ekonomi dan 
pergeseran pandangan tradisional ke modern di 
kalangan masyarakat Sade Tradisional. Namun, di 
sisi lain juga mengindikasikan adanya “ancaman” 
eksistensi kedaulatan bangunan tradisional dan 
nilai-nilai yang menyertainya seiring perkembangan 
zaman. Mampukah kekhasan kampung Sade 
bertahan hingga puluhan tahun ke depan? Ini 
semuanya kembali kepada generasi pewarisnya. 

Rumah-rumah tradisional yang masih bertahan 
di kampung Sade berada di tengah-tengah dusun 
Sade Tradisional (pemukiman pertama masyarakat 
Sade), sedangkan bangunan-bangunan modern 
yang mengelilinginya berada di pinggirannya atau di 
dusun Selak (sebelah timur), Peluk (sebelah 
selatan), Penyalu dan Kukun (sebelah barat), dan 
Rembitan (sebelah Utara). Meskipun rumah-rumah 
modern itu sudah keluar dari pakem bentuk rumah 
tradisional Sade, tetapi dalam pembuatannya tetap 
menggunakan tata cara tradisional. Misalnya, 
menentukan dinê (hari baik) sesuai arahan mangku 
dan memakai sesaji (andang-adang). Artinya, 
struktur-luar (surface structure) berubah, tetapi 

struktur-dalam-nya (deep-structure) tetap 
dipertahankan (cf. Muaini & Zainudin, 2017). 

Rumah-rumah tradisional di dusun Sade 
Tradisional disebut dengan istilah bale tani, bale 
kodong, atau bale gunung rate. Bangunan-
bangunan tradisional tersebut memiliki ciri khas dan 
nilai-nilai kearifan tersendiri. Bubungan rumah, 
misalnya, harus menghadap ke timur-barat (andang 
bale ‘arah (bubungan) rumah’: pênewoq jêlo ‘tempat 
terbit matahari’ dan pênyêrap jêlo ‘tempat terbenam 
matahari’). Arah timur merupakan representasi 
manusia terlahir di dunia untuk bekerja dan 
berusaha mencari sango-aiq ‘bekal hidup’ untuk 
beribadah. Sementara rumah yang menghadap ke 
barat merupakan gambaran bahwa hidup di dunia 
ada batasnya, yakni kematian. Rumah tradisional 
masyarakat Sade tersebut umumnya memiliki tiga 
bagian utama, yakni sêsangkok (semacam ruang 
tamu—ruang profan), dalêm bale (tempat tidur 
wanita—ruang semi sakral), dan bale dalêm 
(semacam ruangan khusus untuk kegiatan yang 
bersifat privasi—ruang sakral). 

Selain bangunan inti berupa rumah tradisional 
tersebut, masyarakat Sade memiliki bangunan 
tradisional berupa alang/lumbung sebagai tempat 
penyimpanan padi dan berugaq sebagai tempat 
menerima tamu. Pada bagian depan rumah juga 
ditemukan semacam teras yang disebut amben bale 
yang dalam konteks sekarang lebih banyak dipakai 
untuk menenun kain trandisional dan memintal 
benang. 

Keberadaan dusun Sade yang masih bertahan 
dengan ciri khas kelokalannya telah menetapkannya 
menjadi destinasi wisata budaya yang terus 
dikunjungi wisatawan domestik dan asing. Dampak 
positifnya, penghasilan tambahan masyarakat Sade 
banyak diperoleh melalui sektor pariwisata. Mulai 
dari jasa pemandu pariwisata, travel, kesenian, 
hingga penjualan oleh-oleh khas Sade seperti kain 
tenun berupa tamplak meja yang penuh dengan 
motif khas Sade yang memuat nilai-nilai kearifan 
lokal masyarakat setempat. Bahkan, menurut 
informan jenis kain tenun inilah yang harus 
dikerjakan oleh wanita dengan syarat tertentu dan 
memakai ritual tertentu pula. Di balik nilai magis dan 
kearifan lokal yang dikandungnya, jenis tamplak 
meja khas dusun Sade Tradisional ini menjadi oleh-
oleh bernilai tinggi bagi para pengunjung yang 
membelinya. 

Sementara itu, dalam hal kerja sama 
antarwarga, masyarakat adat Sade masih 
memelihara cara-cara kerjasama (modal sosial) 
dalam menyelesaikan pekerjaan. Misalnya, dalam 
hal begawe ‘pesta’1 tampak mereka sangat kompak 

 
1  Masyarakat adat Sade mengenal tiga jenis begawe 

‘pesta’, yakni begawe maosan ‘pesta ritual sunatan’ 
(dipimpin oleh mangku dan bersifat sakral), begawe bante 
‘pesta biasa karena ada hajat’, dan begawe nanggêp 
‘resepsi/pesta pernikahan’. 

S 
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untuk saling membantu meringankan beban yang 
punya hajat. Ini terlihat (saat kami berada di 
lapangan) dari cara mereka menyiapkan segala 
kebutuhan yang terkait dengan acara tersebut. Mulai 
dari membangun têtaring ‘terop tradisional’, 
menyiapkan kayu bakar, mengumpulkan kelapa, 
nangka, batang pisang, dan bahan sayur-mayur 
lainnya. Dalam konteks ini ditemukan beberapa 
istilah yang mencerminkan kohesivitas sosial 
mereka, seperti bêsiru, bêlangar, sidikare, banjar, 
dan sejenisnya (cf. Saharudin, 2014). Dengan 
demikian, kehidupan sosial kemasyarakatan 
masyarakat Sade (khususnya dalam kawasan 
pedukuhan Sade Tradisional) masih sangat 
mengedepankan modal sosial sebagai sarana 
penyelesaian pekerjaan dan terus menjaga ajaran-
ajaran kearifan lokal sebagai sebuah identitas jati 
diri. 

Sementara itu, dari sisi budaya seperti sistem 
religi masyarakat Sade (sekarang) menganut sistem 
kepercayaan agama samawi yakni agama Islam. 
Namun, sebagian besar mereka masih menjalankan 
sistem keagamaan yang bercorak akulturasi antara 
Islam dan kepercayaan tradisional setempat. Ini 
masih terlihat, misalnya, pada tradisi maulid/mulud 
pitangan, yakni perayaan maulid Nabi Muhammad 
pada malam tanggal 12 Rabi’ul Awal dalam kalender 
Hijriah. Pelaksanaan maulid pitangan ini harus 
dilaksanakan di Masjid Kuno Rembitan. Semua 
warga mengantarkan dulang saji ‘sesaji’ (yang salah 
satunya berisi nasi pêmole ‘nasi mulia/nasi rasul’) ke 
masjid kuno tersebut. Semua kiyai2 dari 21 dusun 
yang berada di desa Rembitan berkumpul di sana 
untuk mendoakan semua sesaji tersebut. Makanan-
makanan yang berada dalam dulang saji, terutama 
nasi pemole-nya hanya boleh dimasak di rumah 
kiyai masing-masing dusun karena memakai ritual 
khusus, sehingga setiap warga hanya mengantar 
bahan mentahnya. Nasi pemole tersebut harus 
berasal dari padi bulu atau pare gunung (Japonica) 
yang ditumbuk secara tradisional. 

Sebagai perkampungan tua di Lombok, 
masyarakat adat Sade memiliki beberapa tempat 
“keramat”, yakni Gunung Rinjani, Makam Deside 
Wali Nyatoq, Makam Datu Dinding, Makam Sunting, 
Masjid Kuno Rembitan, dan Makam Kiyangan. 
Tempat-tempat keramat (kêmaliq) ini—salah 
satunya—digunakan oleh masyarakat setempat 
untuk tempat berobat secara tradisional sehingga 
dikenal istilah bêsêraup ‘membasuh muka’ sebagai 
simbol membuang (sumber) penyakit. Di samping 
itu, tempat-tempat yang berada pada dataran tinggi 
tersebut dipakai untuk tempat pengambilan jenis 
obat tertentu atau (dalam istilah masyarakat 

 
2  Konsep kiyai dalam masyarakat adat Sade adalah 
pemimpin spiritual tradisional yang diangkat karena faktor 
garis keturunan dan tendeh pênjauq ‘berakhlak mulia’. 
Jadi, seorang kiyai merupakan salah satu kepemimpinan 
fungsional tradisional Sasak dalam konteks spiritual.  

setempat) sarat atau têtumpu. Misalnya, obat 
penyakit jogang ‘gila’—menurut bêlian selaku 
informan—adalah sêruaq Segare Anak ‘tanah danau 
Segare Anak’ yang berada di pucuk Gunung Rinjani. 
Tanah makam Deside Wali Nyatoq (dengan cara 
khusus setelah dicampur air) diminumkan ke orang 
yang berbuat kejahatan berat, tetapi disangkalnya, 
bahkan berani disumpah. Kalau benar dia 
pelakunya, resiko sumpah yang diucapkannya akan 
segera terwujud atau diterima setelah meminum 
tanaq nyatoq. 

Akulturasi kepercayaan yang dipraktikkan oleh 
sebagian masyarakat adat Sade (secara lebih luas) 
dapat diamati melalui tradisi-tradisi ritual 
berdasarkan bulan dan dine ‘hari’. Beragam tradisi 
ritual tersebut disebut mole monte 3 —sesuai 
penuturan informan kunci. Tradisi ritual mole monte 
bulanan tersebut adalah (1) tradisi ritual bubur beaq 
‘bubur merah’ pada 10 Muharram, (2) bubur putiq 
‘bubur putih’ pada 9 Safar, (3) mulud pitangan 
‘maulid adat untuk Nabi Muhammad pada malam 
tanggal 12 Rabi’ul Awwal’, (4) roah bungkatan 
‘sedekah/selamatan menyambut bulan puasa’ pada 
29 atau 30 Sya’ban, (5) lebaran lantan atau lebaran 
ninê ‘lebaran panjang/lebaran wanita’ pada 1 
Syawal, dan (6) lebaran konteq atau lebaran mamê 
‘lebaran pendek/lebaran pria’ pada 10 Dzul Hijjah. 
Kemudian, tradisi ritual mole monte harian 
mencakup: (1) roah rasul atau rowah kêlemaq 
‘selamatan kelahiran Nabi Muhammad’ pada hari 
Senin pagi, (2) ngaturang sari/nyêrabi ‘sedekah 
dengan serabi’ yang diantar ke Masjid Kuno 
Rembitan dan ziarah makam Deside Wali Nyatoq 
(pendiri Masjid Kuno Rembitan) pada hari Rabu, (3) 
rowah bukur ‘selametan penanaman batu nisan 
setelah 100 hari meninggal disertai penyembelihan 
kerbau’ pada hari Jumat, dan (4) tradisi ngayu-ayu 
‘penghormatan kepada roh leluhur’ dan begawe 
maosan ‘pesta sakral ritual khusus’ pada hari 
Sabtu.4  

Merujuk pada gambaran budaya perilaku dan 
material masyarakat Sade Tradisional tersebut, 

 
3 Secara harfiah, mole berarti ‘mulia, bersih, dan murni’ 
dan monte berarti ‘jeruk limau’; sedangkan menurut istilah 
adalah berbagai tradisi ritual yang menggambarkan citra 
insaniyah yang membuat seseorang atau pribadi 
disenangi oleh Sang Maha Pencipta dan makhluk-Nya. 
Figur mole monte ini menurut alm. Amaq Suryane alias 
Papuq Kawul (seperti dituturkan oleh informan kunci) 
harus memiliki tiga karakter dasar, yakni (1) solah pêrateq 
‘berbudi luhur’, (2) solah unin-kanên ‘berbahasa baik-jujur’, 
dan (3) solah kêlampan ‘berperilaku atau berakhlak mulia’. 
4 Selain tradisi-tradisi ritual mole monte tersebut, ada juga 
beragam ritual yang tidak terkait dengan bulan dan hari 
tertentu, yakni tradisi ngoleq owat (‘memulangkan atau 
menebus obat’ setelah sembuh dari penyakit yang sulit 
sembuhnya dengan membawa hewan ternak atau sesuai 
kemampuannya dan sesaji ke mangku atau bêlian yang 
mengobatinya), tradisi rowah pêmon ‘selamatan induk 
padi’, dan rowah jagung ‘selamatan jagung’ selesai panin. 
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mengindikasikan (dari dimensi waktu jangka 
panjang) adanya semacam “kejenuhan budaya 
lokal” sebagai akibat penetrasi budaya global seperti 
(salah satunya) pariwisata (cf. Roem & Sarmiati, 
2019). Ini terlihat dari munculnya generasi yang 
membuat bentuk rumah tidak sesuai dengan pakem 
rumah tradisional yang ada. Begitu pula dengan 
tingkat penghayatan budaya lokal (setempat) yang 
mulai dikesampingkan sehingga beberapa budaya 
perilaku sudah ditinggalkan oleh generasi tertentu 
dalam masyarakat Sade.  

Akan tetapi, berdasarkan sketsa di atas pula, 
dapat dikatakan bahwa masyarakat adat Sade 
masih menjalankan dan memegang kuat ajaran-
ajaran kepercayaan tradisional mereka dalam 
konteks tertentu dan menerima pandangan-
pandangan baru sesuai tuntutan agama samawi 
yang dianut dan modernisasi yang diakibatkan 
(langsung ataupun tidak langsung) oleh industri 
pariwisata. Bidang budaya berupa budaya material 
umpamanya, bangunan-bangunan bercorak modern 
sudah mengepung perkampungan Sade sehingga 
eksistensi bangunan-bangunan rumah tradisional 
khas masyarakat setempat (yang berjumlah 150 
rumah) lambat-laun mengalami penetrasi. Akan 
tetapi, ada kemungkinan juga wujud budaya material 
itu tetap eksis demi kepentingan pariwisata, di mana 
awik-awik komunitas setempat dan regulasi 
pemerintah harus jelas dan berpihak kepada 
masyarakat adat Sade untuk terus menjaga, 
merawat, dan meneruskan keberadaan bangunan-
bangunan rumah tradisional tersebut. Begitu juga 
dengan beberapa wujud budaya sosial/perilaku 
tersebut (seperti beragam tradisi ritual) sudah mulai 
ada yang ditinggalkan. Namun, wujud budaya ini 
bisa bertahan (mungkin dalam bentuk hasil 
transformasi) seiring terjadinya dialektika atau 
negosiasi sebagaimana dibicarakan pada gejala 
sosial-budaya masyarakat Sade selama masa 
pandemi Covid-19. 

 

2. Transformasi Sosial-Budaya Masyarakat 

Adat Sade dalam Praktik Penandaan-

Kebahasaan 

Subbahasan ini berangkat dari asumsi bahwa 
bahasa merupakan aspek sentral dalam produksi 
makna. Oleh karena itu, untuk mengetahui 
bagaimana proses dan bentuk transformasi sosial-
budaya masyarakat adat Sade selama masa 
pandemi Covid-19 dan keberlangsungan 
pariwisatanya, penanda kebahasaan tentang dua 
pusaran arus tersebut serta ditambah data hasil 
wawancara, dijadikan sebagai data untuk mencari 
informasi yang bisa dijadikan pengetahuan tentang 
gejala sosial budaya tersebut. Dalam konteks ini, 
penanda kebahasaan yang dimaksud termuat dalam 

media luar ruang (spanduk, poster, dan banner) 
yang dipasang di kampung Sade.  

Ketika pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat 
mengumumkan dimulainya tatanan hidup baru atau 
new normal (seiring menurunnya kasus wabah 
Covid-19) di daerah tersebut, objek-objek wisata 
pun mulai dibuka dengan menerapkan protokol 
kesehatan untuk pencegahan Covid-19, termasuk 
objek wisata budaya dusun Sade Tradisional. Istilah 
Nusa Tenggara Barat pun (yang lazim disingkat 
NTB) berubah menjadi Nurut Tatatan Baru. Ini 
tampak terlihat pada berbagai media luar ruang di 
wilayah tersebut, termasuk di tepi jalan utama dusun 
Sade (Jl. Pariwisata Rembitan-Kute). Begitu pula di 
tempat-tempat strategis yang dilihat atau disinggahi 
wisatawan selama berada di kampung Sade, seperti 
di lumbung, bêrugaq, dan dinding rumah bagian 
depan milik warga setempat. 

(1) MARI KITA MENJADI MASYARAKAT  
NTB (NURUT TATANAN BARU) 
DENGAN BERPERILAKU HIDUP SEHAT  
MEMAKAI MASKER DAN SERING 
MENCUCI TANGAN 

Selain iklan berbahasa Indonesia tersebut, 
Pengelola Desa Tradisional Sasak Dusun Wisata 
Sade (melalui Kepala Dusun/Jero Keliang Dusun 
Sade) mengeluarkan iklan (ajakan) dalam bahasa 
Sasak setempat. Ini dimaksudkan untuk 
menguatkan imbauan pemerintah daerah, tetapi 
dengan memasukkan konsep kearifan lokal di 
dalamnya. 

(2) DAWEQ…!!!  

DEWEQ NGIRING PELUNGGUH SENAMIAN PERIRI–PERSIH 
- PAER PANOQ 
- GUBUK GEMPANG 
- BALE LANGGAQ 

Moge Mogi Jauq Langan  
Penyakit Roge Rene 

(Covid-19) 

Ajakan atau iklan yang dikeluarkan oleh kepala 
dusun Sade tersebut telah mencoba merangkum 
ruang lingkup kesehatan dan kebersihan dalam 
perspektif sosial-budaya supaya terhindar dari 
penyakit dan wabah. Terjemahan bebas data (2) di 
atas adalah: ‘Mari, saya mengajak dan mendukung 
Anda semua untuk menata, memperbaiki, dan 
membersihkan paer panoq, gubuk gempang, dan 
bale langgaq. Semoga dijauhkan dari penyakit-
wabah (Covid-19)’.  

Dalam perspektif budaya setempat, sehat dan 
bersih mencakup kebersihan-kesehatan paer panoq, 
gubuk gempang, dan bale langgaq—ketiga konsep 
ini termasuk bahasa berformula (formulaic 
language). Konsep paer panoq merupakan konsep 
tentang batas wilayah secara kultural, yakni gumi 
paer ‘tanah air/tanah wilayah/pulau’ Sasak-Lombok. 
Konsep gubuk gempang, (yang secara harfiah 
berarti ‘dusun’ dan ‘pagar batas’) adalah konsep 
tentang batas wilayah kampung halaman atau 
dusun masyarakat setempat. Sementara konsep 
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bale langgak adalah tempat hunian warga dalam 
wujud rumah tangga. Dengan kata lain, cakupan 
kebersihan-kesehatan itu harus mencakup ruang 
makro, ruang meso, dan ruang mikro (cf. 
Fathurrahman, 2016; 2017). 

 Jika perspektif pemerintah yang digunakan 
dalam menata, memperbaiki, dan merawat suatu 
wilayah maka tidak akan terpenuhi dengan baik. Ini 
dikarenakan adanya perbedaan suatu komunitas 
dengan komunitas lainnya dalam memandang 
kebersihan dan kesehatan. Oleh karena itu, 
dibutuhkan pengetahuan lokal untuk 
menyampaikannya sehingga berterima dengan 
sistem pengetahuan yang sudah mereka miliki. 
Konsep periri-persih gubuk gempang ‘menata dan 
membersihkan kampung halaman’, misalnya, tidak 
cukup hanya dengan menata dan membersihkan 
dusun dengan standar protokol kesehatan 
pencegahan Covid-19. Mulai dari memakai masker, 
menjaga jarak, mencuci tangan dengan air yang 
mengalir disertai sabun, dan sebagainya.  

Lebih lanjut, dalam pandangan emik, menata 
dan membersihkan dusun/kampung halaman (saat 
terjadi wabah) harus dimulai dengan ritual sêlamêt 
gubuk ‘selamatan kampung/dusun’ dan têmoeq 
gubuk ‘melayani kampung/dusun’, di mana para 
sesepuh yang dikategorikan mangku, kiyai, dan jero 
kêliang setempat (sebagai pemimpin kolektif dalam 
masyarakat adat setempat) memimpin pelaksanaan 
ritual selamet gubuk dan temoeq gubuk. Selamet 
gubuk dilakukan sekali lima tahun, di mana harus 
disembelihkan seekor kerbau. Sementara temoeq 
gubuk dilaksanakan setiap bulan Baluq ‘bulan 
delapan’ dalam penanggalan tradisional masyarakat 
setempat atau saat mulai turun hujan. Kedua ritual 
untuk keamanan dan keselamatan kampung serta 
warganya tersebut ditujukan sebagai pembentengan 
kampung dan penduduknya dari penyakit dan 
wabah ataupun serangan dari makhluk-makhluk 
gaib yang jahat. Jadi, penataan dan pembersihan 
dalam pandangan para tokoh setempat lebih kepada 
tindakan kultural, di mana harus dimulai dari ritual 
khusus.  

Pada tahun ini (tahun 2020), pelaksanaan ritual 
sêlamêt gubuk tidak dapat dilaksanakan karena 
semua dana dusun Sade Tradisional dipakai untuk 
pembelian beras dan peralatan kesehatan untuk 
pencegahan Covid-19. Menurut kepala dusunnya, 
setiap kepala keluarga memperoleh 25 kg beras. 
Dalam konteks ini (lagi-lagi) terjadi negosiasi antara 
tradisi ritual dan kepentingan sosial ekonomi 
sebagai akibat pandemi Covid-19 dan tidak adanya 
pemasukan dari sektor pariwisata. 

Gambaran tentang bagaimana tata cara pêriri-
pêrsih gubuk gêmpang di atas yang merupakan 
tradisi ritual yang harus dilaksanakan oleh 
komunitas setempat harus berakomodasi dan 
bermodifikasi dengan tuntutan pemerintah. 
Implikasinya, beragam wujud perangkat kesehatan 

harus disediakan oleh pihak Pengelola Desa 
Tradisional Sasak Dusun Wisata Sade. Bahkan, 
untuk “meyakinkan pengunjung” saat 
diberlakukannya masa new normal, kepala dusun 
diharuskan mengikuti lomba kampung sehat (sesuai 
program Pemprov NTB dan Pemkab Lombok 
Tengah). Padahal, dalam tradisi masyarakat adat 
Sade, selain pembentengan gubuk gêmpang 
dengan kedua tradisi ritual di atas, juga dilakukan 
tradisi menyalakan api (mengasapi) di depan rumah 
masing-masing warga saat terjadi penyebaran 
penyakit ganas atau menular. Tradisi mengasapi ini 
dilakukan menjelang waktu Magrib dan sesudah 
solat Subuh. 

Bahkan, dalam pandangan tokoh-tokoh lokal 
masyarakat setempat, secara kultural masyarakat 
Sade sudah diingatkan dalam bahasa sêmepa 
‘ramalan masa depan’ mengenai akan datangnya 
pandemi Covid-19. Semepa tentang pandemi ini 
disebutkan oleh informan: “Onyaq-onyaq pênyakit 
rogê-renê. Oleq datang lemaq leq bat-dayê” ‘Hati-
hati dengan penyakit Covid-19. Asal/arah 
kedatangannya nanti berasal dari Barat-Utara 
(China)’.  

Dalam konteks tersebut, peninggalan kepeng 
birêng atau uang logam bolong yang diyakini dibawa 
oleh Deside Wali Nyatoq (sebagai seorang 
waliyullah ‘kekasih Allah’ dan penyebar Islam awal 
di tempat tersebut) melengkapi pembentengan diri 
masyarakat adat Sade (secara kultural) dari bahaya 
pandemi Covid-19. Dengan demikian, kepanikan 
terhadap pandemi tersebut tidak berlebihan, tetapi 
kepanikan akibat tidak adanya uang belanja sehari-
hari akibat ditutupnya sektor pariwisata (sebagai 
sumber pemasukan harian mereka) telah membawa 
kepanikan yang luar biasa bagi masyarakat 
setempat. 

Di sisi lain, beragam spanduk, poster, dan 
banner tentang ajakan untuk terus produktif di 
tengah pandemi Covid-19 terpasang di beberapa 
sudut pagar dan bangunan di dusun wisata Sade. 
Dalam konteks ini, kembali tradisi harus 
bernegosiasi dengan reformasi dalam konteks 
transformasi karena faktor sosial ekonomi. Dengan 
kata lain, negosiasi antara subjek-besar atau 
struktural (pemerintah pusat atau daerah) dan 
subjek-kecil atau kultural (tokoh lokal) sangat 
dibutuhkan guna menentukan strategi yang tepat 
dalam bertransformasi. Jika ingin 
mengkompromikan dua situasi yang beroposisi 
tersebut: situasi pandemi dan situasi tuntutan 
parawisata, seharusnya perjumpaan antara kedua 
subjek tersebut dilakukan sebagai proses 
pembelajaran. Maksudnya adalah untuk saling 
mengenal dan memahami batas kapasitas masing-
masing dalam kerangka keberlanjutan budaya 
setempat dan ekonomi pariwisata yang berimbang. 
Lihat beberapa data kebahasaan berikut yang 
diambil dari isi tulisan spanduk, poster, dan 
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banner—ditulis sesuai bentuk tulisan pada media 
aslinya. 

(3) Ayo Bangkit Menuju Masyarakat Lombok Tengah yang 

Produktif dan Aman Dari Covid-19  

JAGA KEBERSIHAN, JAGA KESEHATAN, JAGA AKTIVITAS 

JAGA JARAK DAN TETAP MEMAKAI MASKER 

(4) DUSUN WISATA SADE 
KAWASAN WISATA DENGAN PROTOKOL KESEHATAN 
PENCEGAHAN COVID-19 
PERMAKLUMAN:   1. PASTIKAN ANDA MEMAKAI MASKER 
ANNOUNCEMENT              DENGAN BAIK DAN BENAR 

     TAKE SURE YOU WEAR THE MASK WELL AND RIGHT     
2. CUCILAH TANGAN ANDA DENGAN 

  SABUN DAN AIR MENGALIR 
SEBELUM MASUK  
WASH YOUR HANDS WITH SOAP AND RUNNING WATER BEFORE 
ENTER 

3. JAGA JARAK AMAN ANDA DENGAN 
  PEMANDU & MASYARAKAT 

                                  SETEMPAT 1 METER 
                                                                           KEEP YOUR SAFE DISTANCE WITH LOCAL GUIDE 
                                                                           OR COMMUNITY OF 1 METER 

(5) BERSATU MEWUJUDKAN KAMPUNG SEHAT 
(Steril, Ekonomi Produktif, Harmonis, dan Tangguh) 

              Dengan Nurut Tatanan Baru  

Iklan-iklan yang dimuat pada media luar ruang 
dan dipajang di dusun wisata Sade tersebut telah 
mengajak masyarakat setempat untuk 
bertransformasi dalam perilaku sosial budaya 
mereka. Tuntutan pemerintah kepada komunitas 
adat Sade untuk tetap produktif di tengah pandemi 
Covid-19 adalah sesuatu yang paradoks. Menurut 
masyarakat setempat, terutama kaum wanita yang 
sehari-hari menenun dan menjual langsung hasil 
tenunannya di dalam kampung Sade, mereka tidak 
ada pembeli. Akibatnya, mereka tidak memproduksi 
kain tenun karena tidak ada pengunjung dan 
pembeli. Belum lagi sektor-sektor lain, seperti jasa 
pemandu lokal dan penabuh gamelan/kelentang 
yang sehari-hari menemani para pengunjung. 
Semua harus mengikuti instruksi pemerintah 
sehingga tidak ada pendapatan. 

Dalam konteks transformasi sosial-budaya 
masyarakat adat yang menjadi destinasi wisata 
budaya, peran subjek-subjek kecil (tokoh-tokoh 
lokal) setempat sangat dibutuhkan untuk mencari 
strategi budaya dalam mengatasi persoalan yang 
dihadapi oleh komunitasnya. Dengan demikian, 
iklan/imbauan yang dikeluarkan jero keliang (kepala 
dusun) dan tokoh-tokoh setempat (lihat data nomor 
2) sangat tepat untuk menegosiasikan dua keadaan 
yang sifatnya paradoks. Pencegahan pandemi 
Covid-19 membutuhkan penjarakan dan 
pembatasan, sedangkan pariwisata memerlukan 
kedekatan, keramahan, keintiman antara tuan 
rumah dan wisatawan.  

Bahkan, yang paling membingungkan dari 
kebijakan pemerintah (sesuai terepresentasi pada 
data nomor 5) adalah ketika konsep “sehat” harus 
dijadikan akronim untuk “steril, ekonomi produktif, 
harmonis, dan  tangguh”. Lagi-lagi oposisi biner 
kepentingan pencegahan Covid-19 dan kepentingan 
pariwisata dihadirkan kembali. Ini sangat berbeda 
dengan pesan pada data nomor (2) yang 
mementingkan pencegahan penyebaran wabah 

Covid-19 dulu dengan strategi budaya. Artinya, 
keselamatan, kenyamanan, dan keamanan warga 
adalah prioritas utama. Namun, karena adanya 
kepentingan sosial ekonomi atau pariwisata, 
imbauan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh 
pemimpin lokal harus mengikuti “bahasa iklan” 
pemerintah. Di sinilah terlihat bagaimana logika 
strukturalisme yang memiliki logika biner berperan 
dalam konteks transformasi sosial-budaya 
masyarakat adat Sade selama masa pandemi 
Covid-19. Meskipun struktur biner (antara 
pemerintah pusat/daerah dan tokoh lokal) ini tidak 
sepadan atau bersifat hierarkis, tetapi transformasi 
dengan beralih dari tradisi ke reformasi harus mau 
diterima demi kebutuhan sosial ekonomi atau 
tuntutan pariwisata. 

Negosiasi di atas terlihat jelas dalam 
permakluman peraturan (khususnya pada point satu 
dan empat) yang dikeluarkan oleh Pengelola Desa 
Tradisional Sasak Dusun Wisata Sade, ketika objek 
wisata dusun Sade mau dibuka kembali pada 
Minggu 28 Juni 2020. Pada point satu disebutkan 
bahwa “Masyarakat setempat (Dusun Sade) 
diwajibkan untuk memakai masker baik itu pemandu 
maupun pedagang.” Kemudian, pada point empat 
dikatakan bahwa pada saat keliling maupun belanja, 
wajib melaksanakan physical distancing atau 
memperhatikan jarak aman antara pengunjung dan 
warga setempat yaitu dengan jarak 1 meter.” 

Imaji transformasi yang terepresentasikan pada 
bahasa permakluman (announcement) di atas 
adalah gambaran transformasi hasil kontestasi di 
dalam ruang budaya, antara pemerintah (subjek 
besar) dan tokoh lokal (subjek kecil). Dalam 
gambaran hasil transformasi tersebut, resistensi 
oleh subjek kecil atau tokoh lokal tidak terjadi. 
Sebaliknya, tokoh-tokoh lokal (sebagai subjek yang 
mewakili komunitasnya) melakukan akomodasi dan 
modifikasi, meskipun dalam realitas empiriknya tidak 
semuanya dijalankan oleh masyarakat setempat. 
Namun, ini semua adalah bentuk negosiasi dan 
strategi dari masyarakat adat Sade untuk melakukan 
transformasi sosial-budaya di antara pusaran 
pandemi Covid-19 dan tuntutan pariwisata. Dengan 
demikian, ini merupakan model transformasi sosial-
budaya yang menarik di kalangan masyarakat adat, 
yang terkenal kuat memegang tradisinya dan 
menjalankan dengan konsisten nilai-nilai 
budayanya. Akan tetapi, demi kepentingan sosial 
ekonomi (tuntutan pariwisata) semuanya bisa 
dinegosiasikan; tentu dengan konsekuensi-
konsekuensi tertentu, seperti dimensi-dimensi 
budaya yang bersifat sakral harus bergeser ke kutub 
semi-sakral atau bahkan ke kutub profan. 

Merujuk pada uraian di atas dan berdasarkan 
pengamatan langsung peneliti di lokasi, ada 
hubungan yang cukup kuat antara transformasi 
sosial-budaya (selama masa puncak pandemi 
Covid-19 pada awal-awal tahun 2020) dan dunia 
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pariwisata, khususnya wisata budaya di dusun Sade 
Tradisional. Hubungan tersebut terlihat paling jelas 
melalui mulainya dan adanya kunjungan wisatawan 
pada masa new normal dengan protokol kesehatan 
pencegahan Covid-19. Di samping itu, transformasi 
sosial-budaya (yang ditempuh melalui negosiasi 
budaya) selama masa puncak pandemi Covid-19 
dan masa new normal telah memberikan ruang bagi 
wisata budaya untuk kembali bangkit di dusun Sade 
Tradisional. Ini terlihat dari aktivitas ibu-ibu penenun 
yang mulai berjualan kain tenun di depan rumah 
masing-masing. Begitu juga dengan pemandu 
wisata keliling kampung yang mulai terlihat 
memandu wisatawan lokal yang datang. 

Dengan demikian, pada masa-masa yang akan 
datang—berdasarkan pengalaman dari peristiwa 
pandemi Covid-19 yang ada—dibutuhkan 
kemampuan pemerintah atau tokoh lokal setempat 
dalam menegosiasikan praktik budaya setempat. 
Artinya, praktik budaya (yang sakral dengan struktur 
yang permanen) harus bisa dibuat menjadi atraksi 
atau daya tarik wisata budaya setempat dalam dua 
wajah tampilan: praktik struktur yang permanen 
(baca: otentisitas budaya tersebut tetap utuh) dan 
praktik struktur yang bersifat kontekstual atau 
situasional. Implikasi positifnya, masyarakat 
tradisional setempat tidak kehilangan praktik budaya 
aslinya dan juga tidak kehilangan peluang pragmatis 
tuntutan pariwisatanya.  

D. KESIMPULAN 

erdasarkan deskripsi atas gejala sosial-
budaya masyarakat adat Sade di atas, ada 
beberapa simpulan yang bisa dikemukakan. 

Pertama, domain transformasi sosial-budaya 
masyarakat Sade selama masa pandemi Covid-19 
banyak terjadi pada ranah tradisi ritual. Misalnya, 
beberapa tradisi ritual mole monte (baik yang 
dikerjakan berdasarkan bulan ataupun hari) harus 

disesuaikan dengan kondisi saat itu. Ini terjadi 
seiring tuntutan pemerintah atau subjek struktural 
yang dilatari alasan pandemi dan tuntutan 
pariwisata. Kedua, transformasi sosial-budaya yang 
terjadi pada masyarakat adat Sade ditempuh melalui 
dialektika atau negosiasi yang diwakili oleh tokoh 
lokal, seperti jero keliang (yang mengemban tugas 
birokrasi, pengemban adat atau pangreh wiratê, dan 
pengayom masyarakat). Ketiga, dalam dialektika 
sosial-budaya masyarakat adat Sade, pandangan 
budaya masih tetap dipegang (khususnya oleh kiyai 
dan mangku), tetapi beberapa perilaku sosial 
(selama masa pandemi, terutama setelah masa new 
normal diberlakukan) harus dimodifikasi. 

E. UCAPAN TERIMA KASIH 

rtikel ini merupakan hasil modifikasi dari 
laporan penelitian kami dengan judul 
“Klasifikasi Tumbuhan Obat Berbasis 

Komunitas pada Penutur Bahasa Sasak-Lombok: 
Ke Arah Pemerkayaan Kosakata Bahasa 
Indonesia”. Penelitian ini dibiayai oleh Direktorat 
Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang 
Penguatan Riset dan Pengembangan, 
Kemristek/BRIN dengan kontrak penelitian Nomor: 
047/SP2H/LT/DRPM/2020. Oleh karena itu, ucapan 
terima kasih kami sampaikan kepada Direktur 
DRPM, Ketua LPPM Universitas Mataram, dan 
Kaprodi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia 
FKIP Unram. Ucapan terima kasih juga kami 
sampaikan kepada para informan di dusun Sade 
Tradisional, Lombok Tengah (terutama kepada 
Bapak Kepala Dusun atau Jero Keliang-nya serta 
tokoh-tokoh setempat) yang telah membantu kami 
dalam memperoleh data penelitian yang dibutuhkan. 
Semoga masyarakat adat Sade terus bisa eksis di 
tengah tantangan arus pariwisata global. 
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The low median of age of first marriage in South Kalimantan is partly due to the 

high number of adolescent marriages that hinder the maturity age of marriage 

program. Adolescent marriages in this study is the age at first marriage for 

someone under the age of 20 years. This paper aims to analyze the factors that 

influence adolescent marriage in South Kalimantan. The study used a cross-

sectional research design with data from the 2017 Indonesian Demographic and 

Health Survey (IDHS), South Kalimantan Province. The sample in this study 

were all married women aged 15-49 years who were respondents to the 2017 

IDHS, which were divided into two categories as follows. (1) The category of 

adolescent marriage was the age of first marriage 15-19 years who met the 

criteria, amounting to 305 respondents. (2) The category of adult marriage is the 

age at first marriage of 20 years and over who meets the criteria, amounting to 

328 respondents. The analysis in this study used univariable, bivariable and 

multivariable analysis. The results of the analysis show that 13.3 percent of 

women with low education, come from poor households and live in rural areas, 

cause adolescent marriages in South Kalimantan. 
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A. INTRODUCTION 

 
roblems related to population are basically in 
connection to the quantity, quality and mobility 
of the population. Referring to Law Number 

52/2009 concerning Population Development and 
Family Development the need for quantity control, 
quality improvement and direction for population 
mobility in order to become a formidable resource for 
national development and resilience has been 
mandated. Strengthening family quality is one of 
which indicated by the increase in the Family 
Development Index and the median age of first 
marriage for women. 

Based on Figure 1, there are four provinces with 
the lowest median age of first marriage (UKP/Umur 
Kawin Pertama) for women aged 25-49 years, to be 
specific Central Kalimantan, South Kalimantan, 
Gorontalo and Papua with a median of 20.80 years.   
The median   age at first marriage  is  

 
 
 
 
below the ideal age for marriage and this means that 
the goal of Marriage Age Maturity Program has not 
been achieved. Marriage age maturity program is an 
effort to increase the age of one’s first marriage so as 
to achieve the ideal age for marriage. The ideal age 
of first marriage in terms of reproductive health, 
psychology, psychosocial, economy, quality of 
children born according to the National Population 
and Family Planning Board, which is known as the 
Marriage Age Maturity Program, is 21-30 years for 
women and 25 -40 years for boys. 

The marriage age maturity program is motivated 
by the many cases of teenage marriages, and many 
teenage pregnancies are correlated with the number 
of unwanted pregnancies. This has become the 
factor of the rapid population growth and also has the 
potential to decrease the quality of the population. 
There are many negative impacts which must be 
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borne by the adolescents, especially young women 
when they become teenage marriage subjects. 
According to Yulkardi, et al (2020) the number of 
cases of pregnancy outside of marriage encourages 
people to allow early marriage as a solution to 
unwanted cases. It is said that the age of marriage is 
one of the most influential factors on fertility (Davis 
and Blake, 1974). 

 

  

Figure 1 Median Age of Age of First Marriage (UKP) Married 
Women Aged 25-49 based on Provinces, 2017 IDHS 

 
Adolescence comes from the Latin word 

adolecere (Dutch word adolesencia which means 
adolescent) and the word means to grow into 
adulthood (Hurlock, 1999). The term adolescence 
has a broad meaning covering mental, emotional, 
spatial and physical maturity. Adolescence is a 
transitional period from childhood to adulthood, 
starting when the child is sexually mature and ending 
when he/she reaches the legal maturity. 

Adolescence is also defined as a developmental 
period from the transition between childhood to 
adulthood, which is followed by biological, cognitive 
and socio-emotional development (Santrock, 2003). 
According to WHO, adolescent age limit is 15 to 24 
years. Meanwhile according to the Indonesian 
Ministry of Health a, a person is considered to be 
called as a teenager when he/she is between 10 to 
19 years old and has not yet married. According to 
BKKBN, someone is considered to be a teenager 
when he/she is between the age of 10 to 19 years 
(Widyastuti, et.al., 2004). Adolescent marriage in this 
study is the age at first marriage for a person under 
20 years of age. 

The elimination of adolescent marriages is not 
only listed in the marriage age maturity program 
since it is also included in the new global 
development agenda for the 2016-2030 period which 
recommends specific targets in the Sustainable 
Developments Goals (SDGs). One of the SDGs’ 
target is to eliminate forced marriage or child 
marriage and the SGDs received support from 193 
member countries of the United Nations, including 
Indonesia. In Indonesia, adolescent marriages are 
violated according to the Marriage Law No. 16/2019. 
Before the revision of the marriage law, the age limit 
for a person to get married was regulated in the 
Marriage Law No. 1 1974 Article 7 paragraph (1) 
which explains that marriage is permitted by parents 
if at least the male subject is 19 and the woman is 16. 
After the marriage law is revised to be Marriage Law 
No. 16/2019, the minimum age limit which is allowed 
to get married is equally between men and women, at 
least 19 years old.  

Adolescent marriage in Indonesia is caused by 
structural and cultural aspects. The structural aspect 
of the causes of teenage marriage is related to the 
applicable marriage law in Indonesia itself. Article 7 
paragraph (1) before being revised indirectly 
legalizes adolescent marriages. On the other hand, 
this limitation is a form of violation of rights because 
someone is too young to make decisions about their 
marriage partner without understanding the impact of 
adolescent marriage itself. One of the big issues 
related to the high incidence of adolescent marriage 
is related to cultural aspects. The cultural aspect 
causes the perpetuation of the practice of adolescent 
marriage in Indonesia because there are still some 
people who think that the sooner a woman gets 
married, the better it is for a woman. From a cultural 
perspective, in several regions in Indonesia, 
especially remote areas, getting married at a young 
age is a common practice and is not taboo even 
though it is not in accordance with the provisions of 
the marriage law (KPPPA and BPS, 2018). 

The purpose of this study is to analyze the 
factors which influence the adolescent marriage in 
South Kalimantan. This study uses secondary data 
with basic data from the 2017 Indonesian 
Demographic and Health Survey (IDHS) in South 
Kalimantan province. It is hoped that this secondary 
data analysis will be able to answer the causes of 
adolescent marriage from structural and cultural 
aspects. 
 

B. METHOD 

he method design used in this study is the 

cross sectional research design is. The sample 

in this study were all married women, aged 15-

49 years who were respondents in the 2017 IDHS in 

South Kalimantan Province, which there were 633 

T 
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